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BAB V 

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan bab-bab di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Di dalam setiap pengambilan putusan yang dihasilkan, Mahkamah 

Konstitusi mendasarkan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara 

hukum Republik Indonesia”. Kata “Merdeka” disini berarti terbebas dari 

campur tangan lembaga lain ataupun pemerintah, artinya di dalam setiap 

pengambilan putusan, hakim konstitusi bersifat independen dan tidak 

memihak, serta tidak ada intervensi lembaga negara lain. Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Politik hukum Indonesia namun 

masih ada yang perlu disesuaikan kembali, yaitu pengawasan internal yang 

belum berjalan dengan baik. Ada juga kendala seperti adanya hakim yang 

tidak mau tunduk oleh Mahkamah Konstitusi/ masih ada pro dan kontra. 

Yang jelas Mahkamah Konstitusi harus menginternalisasikan integritas.. 

2. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan RI untuk 

saat ini sudah cukup ideal, kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia 

tidaklah seluas kewenangan yang ada pada Negara lain. Mahkamah 
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Konstitusi di Indonesia mengadopsi sistem keberadaan Mahkamah 

Konstitusi Negara lain, namun masih memerlukan pembenahan akibat 

adanya kelemahan-kelemahan yang ada. Kelemahan tersebut berkaitan 

dengan integritas hakim dalam pengambilan putusan serta banyaknya 

kasus yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan cepat, 

sehingga putusan yang dihasilkan masih jauh dari yang diharapkan, Jika 

dilihat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan 

atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 

tugas dan kewenangannya telah jelas disebutkan, namun apabila dilihat 

dari fakta-fakta yang ada di lapangan terkait banyaknya kasus-kasus 

sengketa yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal 

penyelesaian hasil pemilihan umum yang diajukan dari berbagai daerah di 

Indonesia, maka tugas Mahkamah Konstitusi sangat berat. Sedangkan di 

dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi jelas disebutkan bahwa 

hakim Mahkamah Konstitusi hanya terdiri dari sembilan hakim, hal itu 

sangat memberatkan kinerja hakim dan secara tidak langsung juga 

mempengaruhi terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim Mahkamah 

Konstitusi. Untuk itu, keberadaan undang-undang Mahkamah Konstitusi 

sebagai dasar pembentukkan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, perlu 

dikaji ulang dalam hal jumlah hakim yang memeriksa perkara terutama 

perkara yang berkenaan dengan sengketa Pemilukada dari berbagai daerah 

di Indonesia. 
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B. Saran 

Dilihat dari fakta-fakta yang ada di lapangan terkait banyaknya kasus-

kasus sengketa yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal 

penyelesaian hasil pemilihan umum yang diajukan dari berbagai daerah di 

Indonesia, maka tugas Mahkamah Konstitusi sangat berat. Sedangkan di 

dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi jelas disebutkan bahwa hakim 

Mahkamah Konstitusi hanya terdiri dari sembilan hakim, hal itu sangat 

memberatkan kinerja hakim dan secara tidak langsung juga mempengaruhi 

terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. 

Keberadaan undang-undang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar 

pembentukkan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, perlu dikaji ulang dalam 

hal jumlah hakim yang memeriksa perkara terutama perkara yang berkenaan 

dengan sengketa Pemilukada dari berbagai daerah di Indonesia. 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan 

dalam menangani peradilan tata negara hendaknya dapat berlaku objektif 

terutama dalam penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara RI. Selain sebagai lembaga negara pembuat 

undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu lembaga politik, 

dalam pembentukan undang-undang terkadang terjadi political bargaining

(tawar menawar) yang bernuansa pada kompromi politis (dapat juga 

konsensus/ kesepakatan) yang dituangkan dalam Pasal yang terkadang kurang/ 

tidak dapat mencerminkan kepentingan umum, melainkan hanya untuk 

kepentingan golongan bahkan kepentingan pribadi, untuk itu Mahkamah 
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Konstitusi harus lebih pro aktif serta melaksanakan kewenangannya terutama 

dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI, 

sehingga produk hukum tersebut dapat menjadi aspirasi bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 
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